BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201¢
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negare
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 201¢
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa d
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dar
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahur
2018 Nomor1543);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);

11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI = TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah, sebagai berikut :



1.

Menghapus ketentuan pada Pasal 1 angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a kL

6.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pasuruan.

Dihapus.

. Menghapus ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, ayat (6) dan ayat (7),

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:
a. Sekretariat, membawahi :
1.Sub Bagian Perencanaan
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawabhi :
1.Seksi Identitas Penduduk.
2.Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
c. Bidang PelayananPencatatanSipil,membawabhi :
1.Seksi Kelahiran dan Kematian.

2.Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK),
membawahi :

1.Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2.Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, membawahi :
1.Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
2.Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
f. Dihapus.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) Dihapus.
(7) Dihapus.

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

. Menghapus ketentuan pada judul BAB IV, sehingga judul BAB IV berbunyi
sebagai berikut :
BAB IV
Dihapus

. Menghapus ketentuan pada Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15
Dihapus.

. Mengubah ketentuan pada Lampiran, sehingga Lampiran berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Agustus
20109.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 56



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR

56 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
| |
Sub Bag Sub Bag
Penyusunan Umumdan Sub Bag
Program : Keuangan
K
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Penduduk Sipil Administrasi
Kependudukan)
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. . (Sistem Informasi
— Identitas M Kelahiran dan Administrasi — | Data dan Dokumen [
Penduduk Kematian Kependudukan) Kependudukan

Seksi Pendataan
Pendaftaran
Penduduk dan
Pindah Datang
Penduduk

Seksi Perkawinan,

Perceraian dan
Perubahan Status
Anak dan

Pewarganeoaraan

Seksi Tata Kelola,

Seksi Inovasi

SDM TIK dan —
Pengolahan Pelaygnan dan
Penyajian Data Kerjasama
BUPATIPASURUAN
Ttd.
M. IRSYAD YUSUF




